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ABSTRAK

Kebijakan Publik pada Pembentukan dan Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhab Bebas atau Free Trade Zone secara
Enclave di pulau Karimun yang menurut Undang-undang No. 36 Tahun
2000 bertujuan untuk mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan
internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat
membert pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia, untuk dapat
membuka lapangan kerja scluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan
dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri hingga saat ini
telah berusia lebih dari sepuluh tahun. Oleh karena itu sudah saatnya
diadakan Evaluasi menyeluruh untuk mengetahui apakah kebijakan
tersebut sudah berjalan Efektif dan Tepat sasaran atau scbaliknya..
Merujuk pada kondisi tersebut penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi secara komprehensif bagaimana Kebijakan status Free
I'rade Zone secara Enclave di Pulau Karimun agar dapat menilai
Efcktivitas dan ketepatan sasarannya. Tujuan selanjutnya dari hasil
evaluasi tersebut agar dapat merumuskan Model Alternative Kebijakan
vang lebih Efektif dan tepat Sasaran. Penelitian ini menggunakan
metode  penelitian  deskriptif  kualitatif dengan Mengevaluasi
Implemenntasi kebijakan menggunakan model Evaluasi CIPP yang
dikembangkan oleh Daniel Stuflebeam  dimana Proses Evaluasi
lersebut menggunakan empat komponen yaitu Konteks (Context).
Masukan (Input). Proses (Process) dan Hasil (Product). Hasil penelitian
yang didapatkan adalah bahwa model Kebijakan status Free Trade Zone
secara Enclave yang diterapkan di Karimun masih belum Maksimal
dalam pelaksanaanya dan sangat memerlukan perbaikan—perbaikan dari
sisi aturan hukum dan struktur organisasi institusi pelaksananya yaitu
Badan Pengusahaan Kawasan. Dari segi kinerja, Pelaksana Kebijakan,
meskipun jika ditinjau dari Rencana kerja tahunan telah berjalan efektif
dan tepat sasaaran, akan (etapi jika ditinjau dari tujuan kebijakan yang
tertuang pada PP No. 48 tahun 2007, Kinerja BP Kawasan Karimun
masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang
menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir belum mampu
mendatangkan investor yang baru dan nilai impor hanya berbeda sedikit
lebih rendah dari nilai ckspor schingga Peningkatan Devisa dari Expor
Tidak  Signifikan. Menjawab  persoalan  terasebut peneliti
merekomendasikan agar Pemerintah Pusat melakukan perbaikan pada
aturan hukum maupun struktur organisasi pelaksana Kebijakan. Selain
itu, Penelitian ini juga mengusulkan suatu Model Kebijakan yaitu
Pemberian Status Free Trade Zone di pulau Karimun melalui Tahapan
Berencana dimana dengan model ini Kebijakan Status Free Trade Zone

di pulau Karimun terscbut akan berjalan lebih Efektif dan Tepat
sasaran.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Efektivitas, Free Trade Zone,
Enclave
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